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ABSTRACT 
 
Afrizal Fahrul Jaya ( B11107244 ) Role of International Law in 
Effort Dispute Resolution Intellectual Property Rights between 
Indonesia and Malaysia ( Case Study Claims Reog Ponorogo Dance / 
Dance Barongan by Malaysia ). Supervised by Juajir Sumardi and 
Laode Abd. Gani. 
This study aims to determine the constraints faced by Indonesia and 
Malaysia in IPR dispute resolution, particularly Reog Ponorogo Dance/ 
Barongan Dance and to determine the dispute settlement mechanism 
Reog Ponorogo Dance/ Barongan Dance according to International Law. 
The method used is the "Research Library", the sources obtained by 
the literature that have relevance to the case later in the analysis of the 
normative basis of international law. 
The results of this study are as follows (1) There are some 
constraints faced by both countries in resolving this dispute. One of them 
in terms of Ethnic Group. Although the developers of Barongan Dance is 
Malaysian citizenship, but they remain Ethnic of Java. ( 2 ) There are two 
ways that can be taken by both countries in the resolution of this dispute. 
Namely through Litigation and Non-Litigation. 
Based on these results, the authors provide suggestions as follows: 
(1) Both countries should take concrete steps in solving this case so that 
no new problems arise. (2) The local government and central government 
need to work together in the protection and preservation of indigenous 
cultures of Indonesia. 
 
 
Keywords: International Law, International Intellectual Property Rights 
Dispute 
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ABSTRAK 
 
Afrizal Fahrul Jaya (B11107244) Peranan Hukum Internasional 
dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual 
antara Indonesia dan Malaysia (Studi Kasus Klaim Tari Reog 
Ponorogo/ Tari Barongan oleh Malaysia). Dibimbing oleh Juajir 
Sumardi dan Laode Abd. Gani. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi 
oleh Indonesia dan Malaysia dalam penyelesaian sengketa HKI, 
khususnya Tari Reog Ponorogo/ Tari Barongan dan untuk mengetahui 
mekanisme penyelesaian sengketa Tari Reog Ponorogo/ Tari Barongan 
menurut Hukum Internasional. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah “Penelitian 
Kepustakaan”, sumber-sumbernya diperoleh berbagai literatur yang 
memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut kemudian di analisisa dengan 
hukum internasional secara normatif. 
 
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Terdapat 
beberapa kendala yang dihadapi oleh kedua Negara dalam 
menyelesaikan sengketa ini. Salah satunya dari segi Suku Bangsa. 
Meskipun para pengembang Tari Barongan berkewarganegaraan 
Malaysia, namun mereka tetap Suku Jawa. (2) Ada dua cara yang dapat 
ditempuh oleh kedua Negara dalam penyelesaian sengketa ini. Yaitu 
Litigasi dan Non-Litigasi. 
 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran 
sebagai berikut (1) Kedua Negara harus mengambil langkah konkrit dalam 
penyelesaian kasus ini agar tidak timbul permasalahan baru. (2) 
Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus bersinergi dalam 
perlindungan dan pelestarian budaya asli Indonesia. 
 
 
Kata Kunci : Hukum Internasional, Sengketa HKI Internasional. 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
Globalisasi merupakan proses keterkaitan, ketergantungan, dan 
influence antar individu ataupun antar bangsa yang melalui berbagai 
bentuk interaksi yang melintasi batas  negara. Mungkin bagi sebagian 
orang globalisasi ditanggapi dengan biasa saja karena dianggap 
sebagai kata klise tak bermakna jelas, sementara yang lain 
menanggapi dengan was-was karena mungkin memahami sejumlah 
konsekuensi yang mungkin timbul atau sebagian lain bersikap pasrah 
tanpa melakukan antisipasi. Apapun itu, Inti globalisasi adalah 
harmonisasi atau penyelarasan nilai-nilai (values) di seluruh dunia. 
Penyelarasan nilai-nilai tersebut dapat dilakukan menggunakan 
berbagai media yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan antar 
negara-negara yang merasa memiliki persepsi dan kepentingan yang 
sama. Kemudian diwujudkan menjadi serangkaian peraturan-peraturan 
internasional yang mengikat pihak-pihak yang meratifikasinya.Terlepas 
dari adanya potensi konflik yang mungkin timbul, yang jelas era 
globalisasi telah datang dan kita harus mencermati dan mengantisipasi 
isu-isu penting dalam globalisasi. Salah satu isu global yang hangat 
diperbincangkan saat ini yaitu menyangkut Hak atas Kekayaan 
Intelektual (HKI). 
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Permasalahan HKI senantiasa berkembang seiring dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembang 
ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin dirasakan perlunya 
perlindungan terhadap HKI sehingga mendorong negara untuk 
menyusun dan memperbarui pengaturan tentang HKI.Dewasa ini 
permasalahan HKI semakin kompleks, karena tidak  semata-mata 
memberikan perlindungan terhadap individu, akan tetapi telah menjadi 
bagian dari masalah politik dan ekonomi. Permasalahan HKI sudah 
tidak murni lagi hanya bidang HKI semata, karena banyak kepentingan 
yang berkaitan dengan HKI tersebut, bidang ekonomi dan politik sudah 
menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam permasalahan HKI.1 
Dengan selesainya Uruguay Round pada tanggal 15 Desember 
1994, telah diterima pembentukan World Trade Organization (WTO) 
dalam bentuk Agreement Establishing the Multilateral Trade 
Organization. Final Act dari Uruguay Round tersebut mengandung 
Annexes (lampiran). Salah satunya adalah Persetujuan tentang aspek-
aspek yang berhubungan dengan HKI atau Agreement on Trade 
Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs).2 
Indonesia telah meratifikasi persetujuan tersebut dengan 
Undang-undang No. 7 Tahun 1994. Sebagai konsekuensinya, 
                                                             
1
 Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktek di Indonesia, Citra Aditya 
Bhakti Bandung, 1997, hal 8. 
2
 Sudargo Goutama, Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPS.GATT,Putaran 
Uruguay, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 2-3. 
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Indonesia harus tunduk pada persetujuan yang telah disepakati. Salah 
satu upaya yang dilakukan Indonesia di bidang HKI adalah dengan 
melakukan penyempurnaan dan penambahan peraturan perundang-
undangan sehingga pada tahun 2000, 2001, dan 2002 Dewan 
Perwakilan Rakyat telah mengesahkan beberapa peraturan 
perundang-undangan di bidang HKI. Undang-undang tersebut, adalah: 
a. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 
b. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 
c. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu; 
d. UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Paten; 
e. UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Merek; 
f. UU No 19 tahun 2002 tentang Perubahan UU Hak Cipta. 
Dengan adanya peraturan mengenai HKI, sangat 
menguntungkan bagi Indonesia, utamanya dalam hal perlindungan 
kebudayaan di era globalisasi ini. Karena Indonesia merupakan salah 
satu negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan sangat kaya 
akan keragaman tradisi dan budaya. Indonesia tentunya memiliki 
kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap HKI 
masyarakat asli tradisional. Akan tetapi, karena perlindungan hukum 
terhadap HKI masyarakat asli tradisional masih lemah, potensi yang 
dimiliki oleh Indonesia tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh 
pihak asing secara tidak sah. 
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Kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap 
warisan budaya bangsa merupakan hal yang sangat penting. Bahkan, 
banyak di antara pencinta warisan budaya yang berkeyakinan bahwa 
sumber daya budaya itu tidak saja merupakan warisan, tetapi lebih 
merupakan pusaka bagi bangsa Indonesia. Artinya, sumber daya 
budaya itu mempunyai kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk 
membantu dan melindungi bangsa ini dalam menapaki jalan ke masa 
depan. Sebagai pusaka, warisan budaya itu harus tetap di jaga agar 
kekuatannya tidak hilang dan dapat diwariskan kepada generasi 
penerus tanpa berkurang nilainya.3 
Menurut Sunaryati Hartono, isu budaya inilah yang merupakan 
masalah terbesar abad ke-21 yang dihadapi bersama, baik oleh 
pemimpin-pemimpin maupun seluruh rakyat Indonesia, yaitu 
menemukan pola dan nilai-nilai hidup dan budaya bersama yang akan 
memungkinkan bangsa Indonesia melompat jauh (great leap) ke masa 
depan dan mencapai dalam waktu lima atau sepuluh tahun, apa yang 
dicapai oleh bangsa-bangsa lain dalam 300-400 tahun.4 
Kebudayaan merupakan suatu identitas dan ciri khas dari suatu 
bangsa, dimana kebudayaan dapat menunjukkan ciri dari suatu 
bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sehingga sudah sangat 
                                                             
3
 Daud A Tanudirjo, Warisan Budaya Untuk Semua : Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia 
Di Masa Yang Akan Datang(Yogyakarta:UGM Press,2010),  hal.1. 
4
 C.F.G. Sunaryati Hartono, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum 
Nasional, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal.48. 
5 
 
jelas bahwa kebudayaan perlu untuk dilindungi baik oleh pemerintah 
maupun masyarakat bangsa tersebut. Pada masa sekarang ini, 
kebudayaan sudah sering dilupakan dan diabaikan pelestariannya, 
baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena kebudayaan–
kebudayaan yang ada di Indonesia umumnya telah banyak dilupakan 
dan tidak ada upaya untuk melindungi kebudayaan tersebut, maka 
dapat menimbulkan akibat yang buruk bagi negara Indonesia, yaitu 
adanya pengklaiman terhadap kebudayaan Indonesia yang dilakukan 
oleh negara lain. Pengklaiman ini tentu saja menimbulkan dampak 
yang sangat merugikan bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi, 
pariwisata, sosial, dan kebudayaan. 
Pada bulan September tahun 2009, sebuah kontroversi muncul 
mengenai Tari Pendet, sebuah kesenian yang berasal dari Bali. 
Kontroversi heboh ini disebabkan penggunaan tarian yang berasal dari 
Bali ini dalam sebuah iklan pariwisata Malaysia. Malaysia, yang telah 
‘menjiplak’ sebuah kesenian yang merupakan warisan budaya 
Indonesia. Ternyata, ini bukan pertama kalinya, serangkaian kesenian 
yang ‘diklaim’ oleh Malaysia  termasuk lagu Rasa Sayange, batik, 
angklung, wayang, dan Tari Reog Ponorogo. 
Tari Reog Ponorogo sempat menjadi bahan berita di Indonesia 
pada bulan November 2007, saat Tari Barongan, yang ‘persis bahkan 
sama’ dengan Reog, menjadi bagian dari kampanye pariwisata Visit 
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Malaysia 2007, ‘Malaysia Truly Asia’. Yang paling menyinggung, sosok 
Singo Barong yang menjadi ikon Reog pakai topeng Dadak Merak 
terkenalnya tanpa tulisan ‘Reog Ponorogo’ yang seharusnya ada di 
mana pun Reog dipentaskan. Malah tulisan Reog Ponorogo itu diganti 
dengan satu kata ‘Malaysia’. Hal ini idak sesuai dengan ‘Pedoman 
Dasar Kesenian Reog Ponorogo Dalam Pentas Budaya Bangsa’5 yang 
merupakan daftar lengkap alat-alat dan gerakan Reog dan juga 
menjaminkan hak cipta atas Reog kepada kabupaten Ponorogo, tetapi 
hanya sampai ke tingkat nasional. 
Saat itu, banyak media di Indonesia menyiarkan berita bahwa 
Malaysia telah ‘mengklaim’ Reog sebagai miliknya sendiri. Hal itu 
berdasarkan pencantuman Barongan alias Reog di situs resmi 
pariwisata Malaysia dengan penjelasan bahwa kesenian tersebut 
‘berkembang di Batu Pahat, Johor dan Selangor.’6 
Masalah HKI budaya ini, yang kebanyakan sebenarnya sudah 
lama berada di kedua negara, menjadi salah satu penyebab 
ketegangan dalam hubungan Indonesia-Malaysia belakangan ini. 
Namun, baik Indonesia maupun Malaysia belum mengambil langkah 
konkret demi menyelesaikan sengketa HKI antar kedua Negara yang 
notabene adalah Negara serumpun. 
                                                             
5
‘Pedoman Dasar Kesenian Reog Ponorogo Dalam Pentas Budaya Bangsa’ (2004) disusun oleh Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II. 
6
‘Ponorogo Persoalkan Tari Barongan Malaysia’, Kompas Interaktif 22/11/2007, 
http://www.tempo.co.id/hg/nusa/jawamadura/2007/11/22/brk,20071122-112141,id.html. diakses pukul 20.00 
WITA, tanggal 24/09/2013. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan 
masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 
1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia 
dalam penyelesaian sengketa HKI, khususnya Tari Reog 
Ponorogo/ Tari Barongan? 
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa Tari Reog 
Ponorogo/ Tari Barongan menurut Hukum Internasional? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dapat tercapai 
adalah : 
1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Indonesia dan 
Malaysia dalam penyelesaian sengketa HKI, khususnya Tari Reog 
Ponorogo/ Tari Barongan. 
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa Tari Reog 
Ponorogo/ Tari Barongan menurut Hukum Internasional. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan 
referensi dan menambah wawasan intelektual dalam 
pengembangan ilmu hukum khususnya bagi para calon penegak 
hukum mengenai penyelesaian sengketa internasional terkait HKI. 
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2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
masukan kepada semua pihak termasuk aparat penegak hukum 
dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki perhatian 
serius dalam bidang hukum internasional. 
3. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti 
berikutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA  
 
A. Penyelesaian Sengketa menurut Hukum Internasional 
Upaya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional 
dilakukan sedini mungkin dengan cara yang seadil-adilnya bagi para 
pihak yang terlibat. Upaya ini merupakan tujuan hukum internasional 
sejak lama dengan kaidah-kaidah serta prosedur-prosedur yang 
terkait. Sebagian kaidah dan dan prosedur hukum internasional 
merupakan kebiasan dan praktik, tetapi sebagian lagi merupakan 
sejumlah konvensi yang membuat hukum yang sangat penting. 
Misalnya Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 dalam hal penyelesaian 
seacara damai sengketa-sengketa internasional dan Charter 
Perserikatan Bangsa-bangsa yang dirumuskan di San Francisco tahun 
1945. Salah satu dari tujuan pokok charter tersebut adalah membentuk 
organisasi persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 
mempermudah penyelesaian secara damai mengenai perselisihan 
antara subjek hukum internasional. 
1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai 
Kedamaian dan keamanan internasional hanya dapat 
diwujudkan apabila tidak ada kekerasan yang digunakan dalam 
menyelesaikan sengketa, yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat (4) 
Piagam PBB. Penyelesaian sengketa secara damai ini, kemudian 
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dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 33 Piagam PBB yang 
mencantumkan beberapa cara damai dalam menyelesaikan sengketa. 
Cara-cara yang dimaksud antara lain : 
a. Negosiasi 
Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa 
secara damai yang cukup lama dipakai. Sampai pada 
permulaan abad ke-20, negosiasi menjadi satu-satunya cara 
yang dipakai dalam penyelesaian sengketa. Sampai saat ini 
cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara 
yang pertama kali ditempuh oleh para pihak yang 
bersengketa. Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara 
langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui 
dialogtanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam 
pelaksanaannya, negosiasi memiliki dua bentuk utama, yaitu 
bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan 
melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional 
atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. 
Dalam praktek negosiasi, ada dua bentuk prosedur yang 
dibedakan. Yang pertama adalah negosiasi ketika sengketa 
belum muncul, lebih dikenal dengan konsultasi. Dan yang 
kedua adalah negosiasi ketika sengketa telah lahir. 
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Keuntungan yang diperoleh ketika negara yang 
bersengketa menggunakan mekanisme negosiasi, antara 
lain : 
(1) Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan 
penyelesaian sesuai dengan kesepakatan diantara 
mereka. 
(2) Para pihak mengawasi dan memantau secara langsung 
prosedur penyelesaiannya. 
(3) Dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik 
dalam negeri. 
(4) Para pihak mencari penyelesaian yang bersifat win-win 
solution, sehingga dapat diterima dan memuaskan kedua 
belah pihak 
b. Inquiry (Penyelidikan) 
Salah satu penyebab munculnya sengketa antar negara 
adalah karena adanya ketidaksepakatan para pihak 
mengenai fakta. Untuk menyelesaikan sengketa ini, akan 
bergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang 
tidak disepakati. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, 
para pihak kemudian membentuk sebuah badan yang 
bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta yang terjadi di 
lapangan. Fakta-fakta yang ditemukan ini kemudian 
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dilaporakan kepada para pihak, sehingga para pihak dapat 
menyelesaikan sengketa diantara mereka. 
Dalam beberapa kasus, badan yang bertugas untuk 
menyelidiki fakta-fakta dalam sengketa internasional dibuat 
oleh PBB. Namun dalam konteks ini, enquiry yang dimaksud 
adalah sebuah badan yang dibentuk oleh negara yang 
bersengketa. Enquiry telah dikenal sebagai salah satu cara 
untuk menyelesaikan sengketa internasional semenjak 
lahirnya The Hague Convention pada tahun 1899, yang 
kemudian diteruskan pada tahun 1907. 
c. Mediasi 
Ketika negara-negara yang menjadi para pihak dalam 
suatu sengketa internasional tidak dapat menemukan 
pemecahan masalahnya melalui negosiasi, intervensi yang 
dilakukan oleh pihak ketiga adalah sebuah cara yang 
mungkin untuk keluar dari jalan buntu perundingan yang 
telah terjadi dan memberikan solusi yang dapat diterima oleh 
kedua belah pihak. Pihak ketiga yang melaksanakan mediasi 
ini tentu saja harus bersifat netral dan independen. Sehingga 
dapat memberikan saran yang tidak memihak salah satu 
negara pihak sengketa. 
Intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga ini dapat 
dilakukan dalam beberapa bentuk. Misalnya, pihak ketiga 
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memberikan saran kepada kedua belah pihak untuk 
melakukan negosiasi ulang, atau bisa saja pihak ketiga 
hanya menyediakan jalur komunikasi tambahan. 
Dalam menjalankan tugasnya, mediator tidak terikat pada 
suatu hukum acara tertentu dan tidak dibatasi pada hukum 
yang ada. Mediator dapat menggunakan asas ex aequo et 
bono untuk menyelesaikan sengketa yang ada. 
Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa 
internasional diatur dalam beberapa perjanjian internasional, 
antara lain The Hague Convention 1907; UN Charter; The 
European Convention for the Peaceful Settlement of 
Disputes. 
d. Konsiliasi 
Sama seperti mediasi, penyelesaian sengketa melalui 
cara konsiliasi menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak 
ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah 
negara, namun bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh 
para pihak. Komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak 
dapat saja terlembaga atau bersifat ad hoc, yang kemudian 
memberikan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh 
para pihak. Namun keputusan yang diberikan oleh komisi 
konsiliasi ini tidak mengikat para pihak. 
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Pada prakteknya, proses penyelesaian sengketa melalui 
konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. 
Pembedaan yang dapat diketahui dari kedua cara ini adalah 
konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika 
dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada 
beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu 
penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian 
komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan 
berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak 
secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan 
laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan 
usulan penyelesaian sengketa. 
e. Arbitrasi 
Arbitrase merupakan suatu bentuk atau cara penyelesaian 
secara damai sengketa internacional yang dirumuskan dalam 
suatu keputusan oleh arbitrator yang dipilih oleh pihak-pihak 
yang bersengketa. 
Penyelesaian melalui badan arbitrase internasional biasanya 
menyerahkan masalah kepada orang-orang tertentu yang 
dinamakan arbitrator yang dipilih secara bebas oleh pihak yang 
terlibat dalam masalah nasional. 
Penyelesaian melalui badan arbitrase harus didasarkan 
pada rasa keadilan atau ex aequo et buno, dimana pengadilan-
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pengadilan arbitrasi harus menerapkan juga prinsip-prinsip 
hukum internasional. 
Pengadilan arbitrase dilaksanakan oleh suatu “panel HKIm” 
atau arbitrator yang dibentuk atas dasar persetujuan khusus 
para pihak, atau dengan perjanjian arbitrase yang telah ada. 
Persetujuan arbitrase tersebut dikenal dengan compromis 
(kompromi) yang memuat: 
1. persetujuan para pihak untuk terikat pada keputusan 
arbitrase; 
2. metode pemilihan panel arbitrase; 
3. waktu dan tempat hearing (dengar pendapat); 
4. batas-batas fakta yang harus dipertimbangkan, dan; 
5. prinsip-prinsip hukum atau keadilan yang harus 
diterapkan untuk mencapai suatu kesepakatan. 
2. Penyelesaian Sengketa Secara Paksa/ Kekerasan 
Apabila para tidak setuju untuk menyelesaikan sengketa 
mereka secara damai, maka cara pemecahan yang mungkin akan 
digunakan adalah kekerasan atau paksaan. Cara-cara penyelesaian 
sengketa dengan kekerasan pada umumnya terdiri dari : 
 
a. Perang 
Tujuan perang adalah menaklukan negara lawan dan 
membebankan syarat-syarat penyelesaian di mana negara 
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yang ditaklukan itu tidak memiliki alternatif lain selain 
mematuhinya. Tindakan bersenjata yang tidak dapat disebut 
perang juga banyak diupayakan, secara sederhana perang 
merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan untuk 
menaklukan negara lawan untuk membebankan syarat-
syarat penyelesaian secara paksa. Konsepsi ini sejalan 
dengan pendapat Karl von Clausewitz yang mengatakan 
bahwa perang adalah perjuangan dalam skala besar yang 
dimaksudkan oleh salah satu pihak untuk menundukan 
lawannya guna memenuhi kehendaknya. 
b. Konflik bersenjata bukan perang 
Konflik bersenjata bukan perang adalah konflik 
bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, yaitu 
antara pemerintah di satu sisi dan kelompok perlawanan 
bersenjata di sisi lain. Anggota kelompok perlawanan 
bersenjata tersebut apakah digambarkan sebagai 
pemberontak, kaum revolusioner, kelompok yang ingin 
memisahkan diri, pejuang kebebasan, teroris, atau istilah-
istilah sejenis lainnya berperang untuk menggulingkan 
pemerintah, atau untuk memperoleh otonomi yang lebih 
besar di dalam negara tersebut, atau dalam rangka 
memisahkan diri dan mendirikan negara mereka sendiri. 
Penyebab dari konflik seperti ini bermacam-macam; 
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seringkali penyebabnya adalah pengabaian hak-hak 
minoritas atau hak asasi manusia lainnya yang dilakukan 
oleh pemerintah yang diktator sehingga menyebabkan 
timbulnya perpecahan di dalam negara tersebut.7 
c. Retorsi 
Retorsi adalah pembalasan dendam oleh suatu negara 
terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari 
negara lain. Balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk 
tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat di dalam 
konferensi negara yang kehormatannya dihina. Misalnya 
merenggangnya hubungan diplomatik, pencabutan privilige 
diplomatik, atau penarikan diri dari konsesi-konsesi fiskal 
dan bea. 
d. Reprisal 
Pembalasan merupakan metode-metode yang dipakai 
oleh negara-negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti 
rugi dari negara-negara lain dengan melakukan tindakan-
tindakan yang sifatnya pembalasan. Pada umumnya, 
reprisal boleh dikatakan sebagai perbuatan illegal. 
e. Embargo 
Embargo merupakan suatu prosedur lain untuk 
memperoleh ganti rugi. Biasanya embargo dilakukan dengan 
                                                             
7
Hukum Perang/ Humaniter Internasional. http://b2hr-rakyat.blogspot.com/2012/11/hukum-perang-humaniter-
internasional.html, diakses pukul 11.30 WITA, pada tanggal 29/09/13. 
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melarang ekspor ke negara yang dikenai embargo. Embargo 
biasanya dipergunakan sebagai salah satu bentuk sanksi 
terhadap negara yang senantiasa melanggar hukum 
internasional.8 
f. Blokade damai 
Pada waktu perang, blokade terhadap pelabuhan suatu 
negara yang terlibat perang sangat lazim dilakukan oleh 
angkatan laut. Blokade secara damai adalah suatu tindakan 
yang dilakukan pada waktu damai. Kadang-kadang 
digolongkan sebagai pembalasan, tindakan itu pada 
umumnya ditujukan untuk memaksa negara yang 
pelabuhannya diblokade mentaati permintaan ganti rugi atas 
kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade. 
 
g. Intervensi 
Hukum internasional pada umumnya melarang campur 
tangan yang berkaitan dengan urusan-urusan negara lain, 
yang dalam kaitan khusus ini berarti suatu tindakan yang 
lebih dari sekedar campur tangan saja dan lebih kuat dari 
pada mediasi atau usulan diplomatik. 
Menurut Mahkamah, intervensi dilarang oleh hukum 
internasional apabila: (a) campur tangan yang berkaitan 
                                                             
8
Penyelesaian Sengketa Internasional dengan Cara Kekerasan. 
http://sekolahukum.blogspot.com/2009/05/penyelesaian-sengketa-internasional.html. diakses pukul 10.30 
WITA, pada tanggal 29/09/13. 
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dengan masalah-masalah di mana setiap negara dibolehkan 
untuk mengambil keputusan secara bebas, dan (b) campur 
tangan itu meliputi gangguan terhadap kemerdekaan negara 
lain dengan cara-cara paksa, khususnya kekerasan. 
Dalam bahasa hukum internasional Alex Martens, 
sebetulnya bicara tentang doktrin self-defense yang dapat 
digunakan untuk membela diri dan bila perlu melakukan 
serangan pamungkas (preemptive). Pasal 51 Piagam PBB 
mengatakan, States may use force in self-defense against 
an armed attack. Lengkapnya Pasal 51 Piagam PBB 
membolehkan tiap negara melancarkan pembelaan diri bila 
terjadi serangan bersenjata sampai Dewan Keamanan (DK) 
PBB mengambil semua tindakan nyata guna memulihkan 
keamanan dan perdamaian dunia.9 
B. Hak atas Kekayaan Intelektual 
1. Pengertian Hak atas Kekayaan intelektual 
Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual selanjutnya disingkat HKI 
merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (selanjutnya 
disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang 
timbul karena kemampuan intelektual manusia. Pendayagunaan 
kemampuan otak manusia sehingga dapat menghasilkan suatu 
pemikiran dan ide yang kemudian dikreasikan menjadi suatu kreasi 
                                                             
9
Proses Penyelesaian Sengketa melalui Kekerasan. http://asaad36.blogspot.com/2010/10/proses-
penyelesaian-sengketa-melalui.html. diakses pukul 11.00 WITA, pada tanggal 29/09/13. 
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atau ciptaan, inilah yang disebut sebagai Intellectuality10. Sementara 
kata Property Rights disini merujuk pada hak milik kebendaan 
(property) karena digolongkan dalam hak kebendaan yaitu benda 
immaterial atau benda tidak berwujud.11 
David I. Bainbridge mengatakan bahwa “intellectual property” is 
the collective name given to the legal rights which protect to the 
product of the human intellect. Sementara John F. Williams, 
berpendapat bahwa, the term of intellectual property seems to be the 
best available to cover that body of legal rights wich arise from mental 
and artistic endeavour12. 
Menurut Mrs.Noor Bouwman bahwa kata ‘hak milik’ atau 
property yang digunakan dalam istilah tersebut sangat menyesatkan 
karena mengisyaratkan adanya benda secara nyata padahal yang 
dimaksud adalah hasil dari daya cipta pikiran manusia yang 
diungkapkan dalam bentuk barang yang berwujud. Misalnya seorang 
designer yang menuangkan hasil kreasinya dalam wujud sebuah 
benda materil yaitu botol minuman yang dikenal dalam HKI sebagai 
design industry. Jadi kesimpulannya yang dilindungi dalam kerangka 
HKI adalah hak yang melekat pada benda materiil yang merupakan 
jelmaan dari hak tersebut. 
                                                             
10
 Hasbir Paserangi, buku ajar “Hak ats kekayaan Intelektual”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
hal.2. 
11
 OK.Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT.Raja Grafindo 
Persada, Jakarta.hal.11. 
12
 Oki Deviana Burhamzah, disertasi “Intellectual property rights design on the law of competition 
perspective”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2009, hal.96. 
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Dari pembahasan tersebut mungkin pengertian HKI yang paling 
sesuai adalah yang dikemukakan dalam Capacity Building Program on 
The Implementing of WTO agreement in Indonesia (TRIP’s 
Component) yaitu : 
HKI adalah istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan 
sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia 
sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan 
termasuk ke dalam hak tak berwujud yang memiliki nilai 
ekonomis13 
Disini terlihat bahwa esensi Hak Kekayaan Intelektual adalah 
adanya suatu ciptaan tertentu (creation) dalam bidang seni atau 
industry atau gabungan dari keduanya. 
2. Pengaturan Internasional HKI 
Terdapat beberapa konvensi internasional yang mengatur 
mengenai HKI. Konvensi-konvensi ini bertujuan memberikan 
perlindungan berdasarkan standar internasional terhadap HKI. Berikut 
beberapa konvensi atau perjanjian yang mengatur tentang HKI : 
1) Konvensi Roma (24 Juli 1971) yaitu tentang perlindungan 
bagi pelaku pertunjukan, produser rekaman dan organisasi 
penyiaran. 
2) Konvensi Berner (Bern Convention, 1886) yaitu tentang 
perlindungan terhadap literatur dan karya seni. 
                                                             
13
 Ade Maman Suherman, 2005, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Bogor, ,hal. 126 
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3) Konvensi Paris (Paris Convetion, 1971) yaitu tentang 
perlindungan terhadap kekayaan industri dan pembentukan 
World Intellectual Property Organization (WIPO). 
4) Universal Copy Rights Convention (1955) mengenai 
perlindungan terhadap hak cipta. 
5) Patent Cooperation Treaty (19 Juni 1970) yaitu mengenai 
perjanjian kerjasama paten. 
6) Trade Mark Law yaitu mengenai perjanjian merk. 
7) WIPO treaty. 
8) Washington Treaty. 
9) Trade Related Intellectual Property Rights (TRIP’s). 
Secara internasional terdapat dua organisasi yang berperan 
dalam penetapan perlindungan HKI yaitu World Intellectual Property 
Rights selanjutnya disingkat WIPO dan World Trade Organization 
selanjutnya disingkat WTO. 
WIPO adalah sebuah organisasi di bawah naungan PBB yang 
khusus menangani masalah HKI. Organisasi ini awalnya lahir dari 
Konvensi Paris dan Konvensi Berne yang membentuk sebuah biro 
administratif yang bernama The United International Bureau for the 
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Protection of Intellectual Property yang kemudian diambil alih oleh PBB 
dan menjadi WIPO14. 
WTO yang sebelumnya adalah GATT merupakan suatu 
organisasi dibidang ekonomi dan perdagangan internasional yang 
telah memiliki lebih dari 120 negara anggota15. TRIP’s merupakan 
salah satu dari tiga perjanjian utama yang dibahas dalam Uruguay 
Round. Dimasukkannya masalah HKI di dalam WTO adalah karena 
perlindungan terhadap HKI sendiri sangat berkaitan erat dengan 
masalah ekonomi dan perdagangan dunia. Selain itu alasan lain 
adalah WIPO dianggap tidak mampu memberikan perlindungan HKI di 
pasar internasional.Argumentasi mengenai kelemahan-kelemahan 
WIPO ini antara lain16 : 
1) Anggota WIPO anggotanya terbatas sehingga ketentuan-
ketentuannya tidak dapat diberlakukan kepada non anggota. 
2) WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan 
menghukum setiap pelanggaran di bidang HKI. 
3) Disamping itu WIPO juga dianggap tidak mampu mengatasi 
perubahan struktur perdagangan internasional dan 
perubahan tingkat inovasi teknologi. 
                                                             
14
 Wikipedia, World Intellectual Property Organization, http://www.wikipedia.com/wipo, diakses pukul 09.30 
WITA, pada tanggal 27/09/13. 
15
 Moch.Faisal Salam, 2007, Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional, Mandar 
Maju, Bandung, hal.72. 
16
 Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hal.46. 
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Isi dari perjanjian TRIP’s sesungguhnya berpedoman pada 
perjanjian-perjanjian yang mengatur mengenai perlindungan atas HKI 
yang relevan seperti Konvensi Paris, Konvensi Berne, Konvensi Roma 
dan Washington Treaty bahkan mewajibkan para negara anggotanya 
untuk meratifikasi konvensi-konvensi tersebut. Penambahan dilakukan 
dalam masalah teknis dan mekanisme penyelesaian sengketa. Jika di 
WIPO, a dispute among private companies istreated as a dispute 
among them sedangkan di WTO a dispute among private companies 
(can be) treated as a dispute among their countries. Sehingga di dalam 
TRIP’s sengketa dagang antar perusahaan dapat diambil alih oleh 
negara yang bersangkutan dan WTO berhak menjatuhkan sanksi 
berdasarkan argumentasi negara-negara yang bersengketa. 
TRIP’s ini dimaksudkan sebagai standar minimal perlindungan 
HKI dengan kata lain setiap negara dapat menerapkan peraturan yang 
lebih dari yang diharuskan tetapi tidak boleh kurang dari standar. 
Pemberlakuan perjanjian ini juga tidak boleh bertentangan dengan 
ketentuan yang berlaku dalam perjanjian ini. Selain itu negara anggota 
juga harus memberlakukan prinsip-prinsip umum WTO dalam 
perlindungan terhadap HKI. Prinsip-prinsip tersebut terdapat dalam 
BAB I (Pasal 1-8) TRIP’s17. Prinsip-prinsip tersebut adalah : 
1) Ketentuan Free to Determine, Para anggota diberikan 
kebebasan untuk menentukan cara-cara penerapan TRIP’s 
                                                             
17
 Official website WTO, http://www.wto.org/, diakses pukul 10.00 WITA tanggal 27/09/13 
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yang lebih spesifik berdasarkan kebijakan nasionalnya tetapi 
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. 
2) Ketentuan Intellectual Property Convention, Ketentuan yang 
mengharuskan para anggotanya untuk meratifikasi 
konvensikonvensi internasional di bidang HKI. 
3) Ketentuan National Treatment, Setiap negara anggota harus 
memberikan perlindungan yang sama bukan hanya kepada 
warga negaranya tetapi kepada warga negara lain. 
4) Ketentuan Most-Favoured Nation Treatment atau non 
discrimination, yaitu tidak adanya pembedaan antar sesame 
negara anggota. 
Tujuan dari TRIP’s sendiri dapat dilihat pada Pasal 7 yaitu : 
“contribute to the promotion of technology, to the mutual 
advantage of producers and users of technological knowledge 
and in a manner conductive to social and economic welfare, and 
to a balance of rights and obligations” 
Yang diartikan bahwa perlindungan dan penegakan hukum atas 
HKI ditujukan untuk memacu penemuan baru di bidang teknologi dan 
memperlancar alih serta penyebaran teknologi secara seimbang dan 
dilakukan dengan cara yang menunjang kesejahteraan sosial dan 
ekonomi, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
3. Pengelompokan Hak atas Kekayaan Intelektual  
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World Intellectual Organization pada article 2 nya 
mengelompokan HKI sebagai berikut : 
Intellectual property shall include the rights relating to; literary, 
artistic and scientific works, inventions in all fields of human 
endeavor, scientific discoveries, industrial design, trademarks, 
service marks, and commercial names and designations, 
protectionagainst unfaircompetition, and all other rights resulting 
from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, or 
artistic fields. 18 
Sementara menurut TRIP’s HKI terdiri atas : 
1. Hak Cipta (Copy Rights) dan hak yang berkaitan dengan hak 
cipta (neighbouring rights). 
2. Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights) yang 
kemudian diklasifikasikan menjadi ; 
 Paten (Patent). 
 Paten sederhana (simple patent). 
 Desain Industri (Industrial Design). 
 Rahasia Dagang (Trade Secrets). 
 Merek Dagang (Trade mark). 
 Nama niaga atau nama dagang (Trade Names). 
 Indikasi geografis (Indication of Appelation of Origin). 
                                                             
18
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 Perlindungan varietas tanaman baru (New Varietes of 
PlansProtection). 
 Tata letak Sirkuit Terpadu (Integrated Circuits). 
Pengertian dan peraturan mengenai jenis-jenis HKI ini terdapat 
pada Bab II TRIP’s. Berikut ringkasannya19 : 
a. Hak Cipta (Copy Rights)20 
1) Perlindungan hak cipta meliputi ekspresi (ungkapan) dan 
tidak meliputi ide, prosedur, metode kerja, dan konsep 
matematika. 
2) Program komputer yang berbentuk source code atau object 
code dilindungi sebagai karya tulisan berdasarkan Konvensi 
Berne (1971). 
3) Kompilasi data baik dalam bentuk yang dapt dibaca dalam 
bentuk mesin maupun bentuk lain yang berdasarkan cara 
seleksi dan penyusunan isinya merupakan karya intelektual, 
dilindungi sebagai kompilasi data. 
4) Untuk program komputer atau karya sinematografi Negara 
anggota wajib memberikan hak kepada penemu dan 
pewarisnya untuk memberikan ijin atau melarang 
penyewaan secara komersil atas ka rya hak cipta yang asli 
maupun salinan. 
5) Jangka waktu perlindungan mnimal 50 tahun. 
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6) Perlindungan bagi pelaku pertunjukan, produsen rekaman 
musik dan badan-badan siaran. 
b. Merek (Merk)21 
1) Merek adalah setiap tanda atau kombinasi dari berbagai 
tanda yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari 
yang lain atau berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Paris 
(1967). 
2) Tanda-tanda tersebut dapat berupa nama orang, huruf, 
angka, unsur figuratif dan kombinasi dari warna atau 
kombinasi tanda-tanda tersebut. 
3) Negara anggota boleh membuat persyaratan pendaftaran 
merek berdasarkan pengunaan dan harus mempublikasikan 
merek sebelum didaftarkan sehingga memberikan 
kesempatan adanya petisi untuk membatalkan pendaftaran. 
4) Pemilik merek terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk 
melarang pihak lain yang tanpa ijinnya menggunakan untuk 
tujuan komersil tanda yang sama atau mirip dengan barang 
dan jasa yang mana merek tersebut didaftarkan, apabila 
penggunaan tersebut cenderung membingungkan 
masyarakat. 
5) Minimal jangka waktu perlindungan tujuh tahun dan dapat 
diperpanjang. 
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c. Indikasi geografis (Indication of Geograpichal)22 
1) Indikasi geografis adalah tanda yang mengidentifikasikan 
suatu benda yang berasal dari wilayah negara anggota atau 
kawasan, atau daerah di dalam wilayah tersebut, dimana 
reputasi, kualitas dan karakteristik barang tersebut sangat 
ditentukan oleh faktor geografis. 
2) Negara anggota wajib menolak atau membatalkan 
pendaftaran merek yang berisikan atau mengandung 
indikasi geografis untuk suatu barang yang sebenarnya tidak 
berasal dari wilayah sebagaimana disebutkan, apabila 
penggunaan istilah serupa itu dapat menyesatkan 
masyarakat mengenai asal barang yang sesungguhya. 
3) Perlindungan tambahan untuk wines dan spirit (jenis 
minuman beralkohol). 
4) Negara anggota dapat mencapai kesepakatan untuk 
mengadakan perundingan dengan tujuan meningkatkan 
perlindungan indikasi geografis secara individual. 
d. Desain produksi industri (Industrial Design)23 
1) Desain produksi industri yang dilindungi dalam ketentuan ini 
adalah yang baru dan asli. 
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2) Penentuan design industry tersebut itu tidak disebut baru 
apabila desain yang bersangkutan itu tidak berbeda dari 
disain lain yang telah dikenal. 
3) Negara anggota juga harus menjamin perlindungan desain 
tekstil melalui peraturan desain industri ataupun hak cipta. 
4) Jangka waktu perlindungan minimal 10 tahun. 
e. Perlindungan Varietas Tanaman (Protection for New Plant 
Varieties)24 
Tanaman dan binatang termasuk mikroorganisme dan proses 
biologi dalam membuat tanaman atau binatang atau proses 
mikrobiologi. Negara anggota berhak harus membuktikan 
perlindungan terhadap varietas tanaman baik itu melalui paten 
atau hak-hak berhubungan dengan itu atau kombinasi dari 
semuanya. 
f. Paten (Patent)25 
1) Merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara bagi 
semua penemuan meliputi produk maupun proses dalam 
semua bidang teknologi. 
2) Objek paten merupakan penemuan baru, melibatkan 
langkah inventif dan dapat diterapkan dalam skala industri 
dengan tidak mempersoalkan tempat penemuan, bidang 
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teknologi, atau apakah produk diimpor atau diproduksi 
secara lokal. 
3) Hak yang diberikan kepada pemegang paten produk adalah 
melarang pihak ketiga tanpa seijin pemegang peten untuk 
membuat menggunakan, menawarkan untuk menjual, 
menjual atu mengimpor barang tersebut. 
4) Hak yang diberikan kepada pemegang paten proses adalah 
melarang pihak ketiga tanpa ijin pemegang paten untuk 
menggunakan proses tersebut, atau 
menggunakanmenawarkan untuk menjual atau mengimpor 
produk yang dapat secara langsung melaui proses terebut. 
5) Negara anggota boleh menolak memberikan paten atas 
alasan melindungi ketertiban umum atau moralitas, termasuk 
melindungi manusia. Kehidupan hewan, atau tanaman atau 
kesehatan serta untuk mencegah kemungkinan dampak 
serius pada lingkungan asalkan ketentuan ini tidak dibuat 
hanya karena eksploitasinya dilarang oleh undang-undang 
domestik. 
6) Pemegang paten memiliki hak untuk mengalihkan atau 
mewariskan paten tersebut dan untuk mengadakan 
perjanjian lisensi. 
7) Atas alasan kepentingan publik (kekurangan pekerjaan, 
kesehatan publik, pembangunan ekonomi dan pertahanan 
32 
 
nasional), penguasa publik nasional dapat mengijinkan 
pemanfaatan paten oleh orang ketiga tanpa izin pemegang 
paten atau dikenal dengan lisensi wajib (Pasal 31). 
8) Lama perlindungan 20 tahun. 
g. Layout desain (topografi) rangkaian elektronik terpadu (Layout 
Design and Integrated Sircuit)26 
1) Didasarkan pada traktat Washington di bidang rangkaian 
elektronik terpadu Pasal 2-7 (kecuali Pasal 6 ayat (3)) pasal 
12 dan Pasal 16 ayat (3). 
2) Negara anggota harus menganggap sebagai pelanggaran 
hukum apabila pihak lain tanpa seizin pemegang hak 
melakukan tindakan mengimpor, menjual, atau 
mengedarkan untuk komersial layout design yang dilindungi, 
rangkaian elektronik terpadu yang didalamnya mengandung 
layout design tersebut . 
3) Jangka waktu perlindungan 10 tahun terhitung sejak 
permintaan pendaftaran atau sejak pemanfaatn secara 
komersial. 
h. Perlindungan bagi informasi yang dirahasiakan (Secret 
Information)27 
Negara anggota wajib memberikan perlindungan terhadap 
informasi yang dirahasiakan oleh individu atau organisasi badan 
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hukum yaitu informasi yang menurut suatu organisasi berbadan 
hukum dan/atau indvidu tersebut memang patut dirahasiakan dari 
publik dan sifatnya komersial. 
i. Pengendalian praktek-praktek curang (Unfair Competition)28 
Negara anggota dapat menetapkan langkah-langkah untuk 
mencegah atau mengendalikan praktek-praktek perlisensian atau 
persyaratan yang berkaitan dengan HKI yang menghambat 
persaingan dan dapat berakibat buruk pada perdagangan dan 
dapat menghambat pengalihan atau penyebaran teknologi TRIPs 
memberikan landasan standar minimum bagi perlndungan HKI. 
 
C. Kebudayaan 
1. Pengertian Kebudayaan  
Budaya secara harfiah berasal dari Bahasa Latin yaitu Colere 
yang memiliki arti mengerjakan tanah, mengolah, memelihara ladang 
(menurut Soerjanto Poespowardojo 1993).29 Selain itu Budaya atau 
kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang 
merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai 
hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.30 
Adapun Kebudayaan adalah seperangkat atau keseluruhan 
simbol yang digunakan atau dimiliki manusia dalam hidupnya untuk 
bisa melakukan reproduksi dan menghadapi lingkungannya, yang 
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 Soerjanto Poespowardojo, Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis, Gramedia Pustaka Utama 
(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,1993), hal.63. 
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 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal.181. 
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diperoleh lewat proses belajar dalam kehidupannya sebagai anggota 
suatu masyarakat atau komunitas simbol atau lambang ialah segala 
sesuatu yang dimaknai dimana makna dari suatu simbol itu mengacu 
pada sesuatu konsep yang lain. Wujud simbol bisa berupa tulisan, 
suara, bunyi, gerak, gambar, dan sebagainya. Hukum (dan berbagai 
institusi sosial lain) ternyata mempunyai nilai lambang (simbolik) dan 
juga bekerja dalam dataran lambang yang demikian itu. Hukum sudah 
menjadi lambang yang menjanjikan suatu tingkat kepastian dan 
prediktabilitas.31 
Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, dapat 
ditegaskan bahwa hukum merupakan bagian dari kebudayaan atau 
budaya. Apalagi bila mengacu pada definisi kebudayaan menurut 
Mochtar Kusumaatmadja yang mengartikan kebudayaan sebagai hasil 
kegiatan dan penciptaan akal budi manusia.32 
Adapun ahli antropologi yang merumuskan definisi tentang 
kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah E.B.Taylor, yang 
menulis dalam bukunya : “Primitve Culture”, bahwa kebudayaan 
adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu 
pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat – istiadat, 
dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh 
manusia sebagai anggota masyarakat. 
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 Mahyudin Al Mudra, Warisan Budaya dan Makna Pelestariannya, (Jakarta : Bumi Aksara,2008), hal.35. 
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Definisi lain dikemukakan oleh R.Linton dalam buku : “The 
Cultural background of personality”, bahwa kebudayaan adalah 
konfigurasi dari tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku, 
yang unsur – unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh 
anggota masyarakat tertentu. Di samping definisi-definisi tersebut di 
atas, masih banyak definisi yang dikemukakan oleh para sarjana-
sarjana Indonesia, seperti :33 
1) M. Jacobs dan B.J. Stern 
Kebudayaan mencakup keseluruhan yang meliputi bentuk 
teknologi sosial, ideologi, religi, dan kesenian serta benda, 
yang kesemuanya merupakan warisan sosial.  
2) Robert H Lowie  
Kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu 
dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, 
norma-norma artistic, kebiasaan makan, keahlian yang di 
peroleh bukan dari kreatifitasnya sendiri melainkan 
merupakan warisan masa lampau yang di dapat melalui 
pendidikan formal atau informal.  
3) Koentjaraningrat  
Menurut Koentjaraningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu 
Antropologi mengatakan bahwa menurut ilmu antropologi 
kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan 
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dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 
masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan 
belajar.34 Koentjaraningrat (1983) membagi kebudayaan 
atas 7 unsur:  
a) Bahasa;  
b) Sistem pengetahuan;  
c) Organisasi social;  
d) Sistem peralatan hidup dan teknologi;  
e) Sistem mata pencaharian hidup,  
f) Sistem religi, dan  
g) Kesenian.  
Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian 
mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi 
tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang 
terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-
hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan 
kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia 
sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda 
yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan 
hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya 
ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan 
bermasyarakat.  
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Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1) Kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan 
dihasilkan manusia, meliputi : 
a) Kebudayaan material adalah kebudayaan yang mengacu 
pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. 
Contoh kebudayaan material ini adalah temuan-temuan 
yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi: 
mangkuk tanah liat, senjata, dan seterusnya. 
Kebudayaan material juga mencakup barang-barang, 
seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, 
pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin cuci;  
b) Kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan-ciptaan abstrak 
yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya 
dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional.  
2) Kebudayaan itu tidak diwariskan secara generative (biologis) 
melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar; 
3) Kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota 
masyarakat. Tanpa masyarakat kemungkinannya sangat 
kecil untuk membentuk kebudayaan. Sebaliknya tanpa 
kebudayaan tidak mungkin manusia (secara individual 
maupun kelompok) dapat mempertahankan kehidupannya.35 
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2. Peranan Kesenian dalam Kebudayaan 
Kesenian merupakan salah satu perwujudan dari kebudayaan. 
Lebih dari itu,kesenian adalah tempat di mana makna budaya 
ditafsirkan dan identitas budaya diakuidan diperkuat, khususnya di 
masyarakat kecil. Secara historis dan tradisional kesenian memegang 
peran penting dalam kehidupan masyarakatnya. Rosman dan Rubel 
menjelaskan sebagai berikut; 
Hanya di dunia Barat suatu seni diciptakan untuk seni, 
untukdigantung di museum dan galeri atau dipertunjukkan di 
hadapanbanyak penonton. Di dalam masyarakat yang biasanya 
diteliti olehpara antropolog, seni itu disertakan di dalam budaya 
setempat. Seniitu digunakan dalam pelaksanaan upacara dan 
ritual, dan makna yangdisampaikannya berkenaan dengan 
makna ritual, dan mitologi yangberhubungan dengannya.36 
Seperti yang dijelaskan Koentjaraningrat, dalam kenyataannya 
masyarakatkesenian dan ‘kebudayaan fisik’ lainnya tidak terpisah dari 
sistem sosial dan adatistiadatnya.Hal itu karena kebudayaan fisik 
merupakan bagian dari lingkungan hidupmasyarakat, yang ‘makin 
lama makin menjauhkan manusia dari lingkunganalamiahnya, 
sehingga mempengaruhi pula cara berpikirnya’.37Dengan 
demikian,secara serentak pelaksanaan kesenian dapat mencerminkan 
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dan memperkuat nilai-nilai,hierarki dan struktur kebudayaan. Kesenian 
juga menjadi cara untukmenghubungkan diri dengan masyarakat. 
Wessing menjelaskan proses ini berkaitan dengan mitos di Jawa 
Barat, dan bagaimana partisipasi dalam kisahan dan ikon 
lokalmenjadikan seorang sebagai anggota masyarakat mereka.38 
E.  Sejarah dan Perkembangan 
1) Tari Reog Ponorogo 
Reog merupakan salah satu kesenian tradisional dari sekian 
banyak kesenian tradisional yang dimiliki oleh Indonesia. Kesenian 
ini lahir dan besar di kota yang sekarang dikenal dengan nama 
Ponorogo. Dalam proses terciptanya kesenian Reog ini terdapat 
dua sudut pandang yaitu menurut legenda dan menurut sejarah. 
Kata Reog diambil dari bebunyian atau suara yang dikeluarkan oleh 
gamelan pengiring ketika tarian ini dipentaskan, pencetus nama 
Reog adalah Ki Ageng Surya Alam ada pula sumber yang 
mengatakan kata “Reog” atau “reyog” memiliki arti cukup ilmu, 
berwibawa serta luhur budinya. 
Menurut legenda masyarakat Ponorogo kesenian Reog ini 
menceritakan tentang perjuangan seorang raja yang akan melamar 
seorang permaisuri namun pada akhirnya sang raja gagal untuk 
meminang sang putri dan terciptalah pertunjukan yang belum 
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pernah ada sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  
legenda adalah sebuah cerita rakyat pada zaman dahulu yang 
berhubungan dengan peristiwa sejarah.  
Sedangkan, menurut sejarahnya awal terciptanya kesenian 
ini sekitar tahun 1200 masehi oleh seorang patih Bantarangin 
bernama Raden Klana Wijaya atau biasa disebut Pujonggo Anom 
adalah sebuah pertunjukan satir yang mana di tujukan untuk 
seorang raja bernama Raden Klono Sewandono yang terlalu 
tunduk kepada permaisurinya yang mengakibatkan sang Raja lalai 
dalam memimpin negerinya.  
Ada pula sumber lain yang diperoleh dari buku mengenal 
Reog Ponorogo menceritakan hal yang mendasari terciptanya 
kesenian Reog ini adalah inisiatif dari sang patih kerajaan 
Bantarangin yaitu patih Pujangga Anom dalam menghibur Rajanya 
yaitu Raja Kelono Sewandono yang ditinggal pergi oleh istrinya 
yaitu Putri Dwi Songgo Langit ketika diketahui sang istrinya tidak 
dapat memiliki anak. Sesungguhnya sang raja berkali-kali mencoba 
menahan kepergian sang permaisuri yang berkeinginan kembali 
kenegerinya yaitu Kediri untuk menjadi seorang petapa. Akan tetapi 
keingin sang permaisuri sudah bulat dan Raja pun melepas 
kepergian sang permasurinya dengan kesedihan. Karena itulah 
sang patih mementaskan sebuah pertunjukan tari-tarian yang 
menggunakan kepala harimau dan seekor merak yang hinggap 
41 
 
diatasnya, hal ini dimaksudkan untuk mengenang kembali masa-
masa perjuangan sang raja dalam mempersunting Putri Dwi 
Songgo Langit. 
Akan tetapi dari setiap pementasan maupun pagelaran yang 
disajikan oleh para seniman Reog saat ini menggunakan versi dari 
R. Klana Wijaya atau biasa disebut dengan Pujangga Anom. Yang 
berceritakan tentang perjuangan raja Bantarangin Klono 
Sewandono dalam mempersunting putri dari kerajaan Kediri Putri 
Dwi Songgo Langit. 
Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya cerita yang 
digunakan saat pementasan berlangsung menggunakan cerita 
yang berasal dari Raden Klana Wijaya. Menceritakan perjuangan 
seorang raja bernama Kelono Sewandono yang hendak 
mempersunting putri Kediri yang bernama Dwi Songgo Langit akan 
tetapi sang putri mengajukan sebuah permintaan yaitu sang raja 
harus membuat sebuah pertunjukan yang belum pernah ada 
didunia ini, pertunjukan itu harus diiringi dengan 144 kuda yang 
diiringi dengan gamelan. Dan dalam perjalanan iring-iringan 
tersebut harus melewati jalan bawah tanah dari gerbang kerajaan 
bantar angin sampai gerbang kerajaan Kediri. Namun sang raja 
tdak dapat mengabulkan permintaan yang terakhir yang man airing-
iringan harus melewati bawah tanah, atas nasehat dari patih 
Pujangga Anom pernikahan harus dibatalkan karena mereka tidak 
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memiliki kuasa untuk melakukan permintaan terakhir dari sang 
putri. Maka tari-tarian Reog pada akhirnya hanya dipentaskan di 
kerajaan Bantarangin saja dan dinikmati oleh rakyatnya.39 
Makna yang terkandung dalam Pentas seni Reog Ponorogo 
adalah sebuah pertunjukan satir yang ditujukan bagi seorang raja 
dimasa kejayaan Majapahit yang terlalu tunduk oleh Permaisurinya, 
yang diciptakan oleh seorang patihnya. Dengan mementaskan 
pertunjukan tersebut patih mencoba mengumpulkan masa dan bala 
tentara untuk menggulingkan pemerintahan yang hampir jatuh 
untuk kembali mendirikan kerajaan Majapahit yang sebenarnya. 
Perekrutan masyarakat saat itu untuk dijadikan bala tentara dan 
dilatih oleh sang patih yang kemudian menjadi seorang Warok.  
Warok sendiri selain merupakan prajurit atau orang yang 
memiliki kekuatan kanuragan, biasanya dijadikan sebagai 
pemimpin suatu desa pada masa-masa penjajahan. Selain itu 
tradisi gemblak mulai dihilangkan oleh para Warok sekitar tahun 
1980. Tradisi gemblak merupakan sebuah tradisi dimana para 
Warok menjaga ilmu kanuragannya dengan memelihara anak kecil 
yang tampan untuk dijadikan teman teman tidurnya. Dikarenakan 
para Warok mendapat pantangan untuk tidak melakukan hubungan 
dengan wanita atau istrinya. Dikarenakan norma di masyarakat 
sudah berubah maka tradisi ini digantikan menjadikan para 
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gemblak sebagai anak asuh dari para Warok, mereka disekolahkan 
dan dirawat seperti anak mereka sendiri. Biasanya para gemblak 
adalah para penari jathilan atau biasa disebut juga penari kuda 
kepang. Semenjak saat itu para penari jathilan dapat dimainkan 
oleh anak perempuan.40 
Perubahan zaman dan berubahnya perilaku manusia 
menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran makna yang 
terdapat dalam kesenian Reog Ponorogo saat ini. Pada masyarakat 
Ponorogo saat ini mengganggap bahwa kesenian reyog merupakan 
pelengkap dari sebuah acara atau hanya berupa sebuah hiburan 
saja. Pada sebuah Festival Reog Nasional 2009 yang digelar di 
Ponorogo yang bertepatan dengan acara perayaan Grebeg Suro 
atau penyambutan tahun baru Islam. Dalam festival tersebut Reog 
dipentaskan dan dilombakan, dimana para peserta merupakan 
orang-orang keturunan Ponorogo yang berdomisili jauh diluar 
wilayah Ponorogo. 
Walaupun setiap grup atau sanggar Reog yang bermain 
tidak semuanya berdomisili di luar Ponorogo. Hal ini dikarenakan 
diizinkannya peminjaman antar pemain atau menyewa pemain 
Reog dari grup atau sanggar lainnya. Maka, hal ini dapat 
disimpulkan bahwa festival yang diadakan setahun sekali ini 
                                                             
40
 http://mengenalbudayajawa.blogspot.com/2012/05/asal-usul-tari-reog-ponorogo-indonesia.html, diakses 
pada pukul 20.50 WITA, tanggal 10/12/13. 
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merupakan lahan pencarian nafkah dari setiap grup, sanggar 
maupun perorangan pemain Reog Ponorogo itu sendiri.  
Meski antusiasme dari para masyarakat dalam menyaksikan 
kesenian Reog Ponorogo masih terbilang tinggi, yang dapat 
disaksikan dengan banyaknya yang menyaksikan Festival Reog 
Nasional 2009. Akan tetapi, pengetahuan mereka tentang asal-usul 
sejarah Reog Ponorogo masih minim, sempat dilakukan beberapa 
wawancara singkat terhadap pengunjung acara tersebut dan hasil 
yang didapat cukup beragam.  
Hal ini dapat dilihat ketika pembawa acara menerangkan 
berkali-kali cerita dibalik gerak tari Reog Ponorogo sesaat sebelum 
peserta group atau sanggar Reog hendak tampil diatas panggung. 
Akan tetapi penyampaian cerita tesebut dirasakan masih belum 
cukup untuk menerangkan asal-usul terciptanya kesenian Reog 
Ponorogo. Selain itu, banyaknya peserta dalam festival tersebut 
juga memberikan dampak dalam penyampaiyan cerita Reog 
Ponorogo berbeda-beda dari satu sanggar satu dengan yang 
lainnya. Dan mengakibatkan simpang siurnya cerita yang 
sebenarnya tentang asal-usul dan jalan cerita Reog Ponorogo. 
Kesenian Reog tidak hanya Berkembang dan tumbuh hanya 
di kabupaten Ponorogo saja, Kesenian ini juga berkembang di 
daerah sekitar Kabupaten Ponorogo seperti Magetan, Madiun, 
Ngawi, Pacitan, Kediri. Beberapa daerah di provinsi Jawa Tengah 
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ada beberapa kesenian yang hampir mirip dengan Reog Ponorogo 
hanya saja cerita dan penari yang digunakan berbeda-beda. 
Seperti di daerah Semarang ada kesenian yang bernama Reog, 
namun kesenian ini tidak menggunakan Singo Barong atau penari 
Barongan, dan hanya menampilkan Raden Kelono Sewandono dan 
Pujangga Anom saja. 
2) Tari Barongan 
Tari Barongan adalah nama lain dari tarian reog di wilayah 
Malaysia tepatnya di Johor dan Selangor. Tarian itu 
menggambarkan kisah di zaman Nabi Sulaiman ketika binatang-
binatang bisa bercakap. Konon, seekor harimau telah melihat 
seekor burung merak yang sedang mengembangkan ekornya. 
Karena terlihat oleh harimau merak pun melompat di atas kepala 
harimau dan keduanya terus menari. Seorang pamong bernama 
Garong yang mengiringi puteri raja yang sedang menunggang kuda 
kebetulan melewati kawasan itu. Pamong lalu turun dari kudanya 
dan menari bersama dengan dua binatang tadi.41 Tarian tersebut 
merupakan tarian rakyat Jawa Timur yang dibawa ke Malaysia 
sekitar 1722, oleh masyarakat Jawa terutama yang berasal dari 
Ponorogo ketika sedang merantau di sana.  
Tarian ini menjadi kontroversi karena dinyatakan sebagai 
warisan budaya Malaysia dalam situs web resmi Kementerian, 
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 http://rusdimathari.wordpress.com/2007/11/25/barongan-malaysia-bukan-reog-ponorogo/, diakses pada 
pukul 19.00 WITA, tanggal 11/12/13. 
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Kesenian dan Warisan Malaysia. Hal ini menimbulkan kemarahan 
rakyat Ponorogo dan sentimen negatif rakyat Indonesia terhadap 
Malaysia. Pada saat penyelidikan tentang hal ini terungkap bahwa 
warisan budaya yang dikenal sebagai "tari barongan" di Malaysia 
ternyata mengimpor dadak merak, yang merupakan simbol atraksi 
utama tarian, dari Ponorogo.  
Menurut legenda Barongan adalah hewan mistik yang 
berasal dari orang yang disumpah peri. Hal ini terjadi karena dia 
mengejek peri itu. Barongan itu kemudian diperintah untuk 
mengekori Kuda Kepang sejak itu, itulah mengapa tarian Kuda 
Kepang selalu diikuti dengan presentasi Barongan hingga kini.42 
Oleh karena kebudayaan fisik menjadi perwujudan ide-ide 
dan nilai-nilaikebudayaan, penafsiran dan penciptaan ulang 
kesenian menjadi salah satu proses dalam penciptaan identitas 
budaya. Mengacu pada Bowen, Steedley menjelaskan bagaimana 
dengan menggunakan teori kebudayaan modern, para antropolog 
zamanini cenderung mendekati penafsiran kesenian dari dalam. 
Jika kebudayaan tidakpernah homogen, penafsiran kesenian juga 
bervariasi dan tergantung pada anggotakebudayaan sebagai orang 
individu. Menurut Steedley, pertanyaan mengenai kesenianyang 
menjadi fokus para antropolog zaman sekarang adalah, 
‘bagaimana orangmenafsirkan perwujudan budaya, bagaimana 
                                                             
42
 http://id.wikipedia.org/wiki/Tari_Barongan, diakses pada pukul 19.15 WITA, tanggal 11/12/13. 
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orang berubah tafsiran terlewati waktu,dan apa yang paling 
dipertaruhkannya dalam tafsirannya’.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
43
 Steedley, Mary Margaret (1999) ‘The State of Culture Theory in The Cultural Anthropology of Southeast 
Asia’, hal.440. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi 
penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah kota Makassar 
sesuai dengan instansi yang memiliki sumber bacaan yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas oleh penulis. Adapun secara khusus, 
penulis menetapkan lokasi penelitian di beberapa tempat yaitu : 
1. Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar.  
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Makassar.  
B. Jenis dan Sumber Data 
a.  Data Primer, yaitu data yang diperoleh dan hasil wawancara 
langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dan 
responden. 
b.  Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, 
berupa buku-buku, bahan-bahan laporan, majalah-majalah, artikel 
serta bahan literatur lainnya. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian Pustaka (Library Research) yaitu penelitian 
dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis 
dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, 
artikel-artikel, serta sumber-sumber bacaan lain yang ada relevansinya 
dengan permasalahan yang diteliti. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini baik 
data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya 
kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
kualitatif. Kemudian data tersebut dituliskan secara deskriptif guna 
memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian 
nantinya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kendala yang Dihadapi dalam Sengketa Budaya antara Indonesia 
dan Malaysia 
1. Gambaran Umum Sengketa 
a. Persamaan dan Perbedaan 
Dalam situs www.heritage.gov.my milik Malaysia, terlihat jelas 
Tari Barongan sangat mirip dengan Tari Reog Ponorogo.44 
Kesamaan itu antara lain terlihat pada pakaian penari, wujud dadak 
merak (topeng reog), patih (pengiring putri), dan alat-alat musik yang 
digunakan. Mulai dari busana maupun wujud dadak merak 
hampirhampir tidak dapat dibedakan. Pada situs tersebut, Tari 
Barongan dijelaskan sebagai penggambaran kisah di zaman Nabi 
Sulaiman dengan binatang yang sedang bercakap-cakap. 
Dalam tarian tersebut diceritakan seekor harimau bersama 
seekor burung merak. Kemudian merak mengembangkan sayapnya 
dan melompat di atas kepala harimau. Keduanya lantas menari 
bersama. Pamong (juru iring) bernama Garong yang sedang 
mengiring Putri Raja kebetulan melintas di tempat itu. 
                                                             
44
 Pada tahun 2007, Tari barongan ditampilkan di situs www.heritage.gov.my sebagai warisan budaya yang 
berkembang di Kota Johor dan Selangor. Namun, telah dihapus setelah kasus ini mencuat. 
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Disebutkan, pamong tersebut turun dari kudanya dan menari 
bersama-sama harimau dan merak tadi. Dalam situs tersebut juga 
dinyatakan bahwa tarian ini adalah warisan Melayu yang dilestarikan 
dan bisa dilihat di Batu Pahat, Johor, dan Selangor, Malaysia. 
b. Duduk Perkara 
Tari Reog Ponorogo menjadi bahan berita di Indonesia pada 
bulan November 2007, saat Tari Barongan, yang ‘persis bahkan 
sama’4 dengan Reog, menjadi bagian dari kampanye pariwisata Visit 
Malaysia 2007, ‘Malaysia Truly Asia’. Yang paling menyinggung 
perasaan orang Ponorogo, sosok Singo Barong yang menjadi ikon 
Reog pakai topeng Dadak Merak terkenalnya tanpa tulisan ‘Reog 
Ponorogo’ yang seharusnya ada di mana pun Reog dipentaskan. 
Malah tulisan Reog Ponorogo itu diganti dengan satu kata: 
‘Malaysia’. Kebetulan pada tahun 2004 diciptakan buku ‘Pedoman 
Dasar Kesenian Reog Ponorogo Dalam Pentas Budaya Bangsa’5 
yang merupakan daftar lengkap alat-alat dan gerakan Reog dan juga 
menjaminkan hak cipta atas Reog kepada kabupaten Ponorogo, 
tetapi hanya sampai ke tingkat nasional. 
Saat itu, banyak media di Indonesia menyiarkan berita bahwa 
Malaysia telah ‘mengklaim’ Reog sebagai miliknya sendiri. Hal itu 
berdasarkan pencantuman Barongan alias Reog di situs resmi 
pariwisata Malaysia dengan penjelasan bahwa kesenian tersebut 
‘berkembang di Batu Pahat, Johor dan Selangor.’6 
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Beberapa hari sesudah berita itu pertama kali dicetak, 
sekelompok 50 mahasiswa dari Universitas Islam Sunan Giri dan 
Institut Agama Islam Riyadatul Mujahidin Ponpes Walisongo berunjuk 
rasa sekalian membakar bendera Malaysia di kota Ponorogo.7 Aksi 
kecil-kecilan ini disusuli unjuk rasa yang lebih besar di depan 
Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta pada tanggal 29 November 
20078. Unjuk rasa di depan kedubes Malaysia ini melibatkan kira-kira 
1.000 orang, tetapi bubar saat Duta Besar Malaysia, Dato Zainal 
Abidin Zain, memberikan penjelasan bahwa ‘kerajaan Malaysia tidak 
pernah mengklaim tari Reog original dari Malaysia.’9 Pada tanggal 5 
Desember 2007, Dubes Malaysia menyelenggarakan acara di 
Kedubes Malaysia yang dihadiri Bupati Ponorogo, sehingga masalah 
pejiplakan Reog dianggap ‘sudah selesai’.10 Namun tidak dilakukan 
dengan perjanjian tertulis, sehingga tidak mempunyai kekuatan 
hukum. 
2. Kendala yang dihadapi 
a. Suku Bangsa 
Kalau dilihat dari segi sejarah dan perkembangan, terlihat 
jelas bahwa Tari Barongan merupakan pengembangan dari Tari 
Reog Ponorogo oleh Suku Jawa yang tinggal di Malaysia. Timbul 
pertanyaan, perlukah ada pembedaan antara Tari Reog Ponorogo 
dan Tari Barongan. Meskipun para pengembang Tari Barongan 
berkewarganegaraan Malaysia, namun mereka tetap Suku Jawa 
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yang juga mewarisi Tari Reog Ponorogo. Dalam hal ini kita harus 
membedakan antara Suku Bangsa dan Kewarganegaraan.  
Suku Bangsa merupakan perkumpulan orang yang 
mempunyai latar belakang budaya, bahasa, rutinitas, gaya hidup, 
dan ciri-ciri fisik yang sama. Masing-masing mereka 
mengidentifikasikan diri pada satu dengan yang lain.45 
Sedangkan, Kewarganegaraan adalah masalah hukum, 
bahwa seseorang telah terdaftar dengan pemerintah suatu negara 
dengan memiliki hak penuh sebagai warga negara di negara 
tersebut. Bagi kebanyakan orang, yaitu negara tempat mereka 
dilahirkan dan terus hidup, tetapi jika seseorang pindah ke negara 
lain, kewarganegaraan dapat diperoleh di negara baru, dengan 
menerapkan kepada pemerintah.46 
b. Masalah Pendaftaran 
Berlarut-larutnya kasus ini menimbulkan banyak perdebatan di 
kalangan masyarakat Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa Tari 
Reog Ponorogo harus segera didaftarkan ke UNESCO sebagai 
warisan budaya Indonesia demi menghargai dan menjaga kelestarian 
budaya Indonesia. Dan ada juga yang berkata bahwa pendaftaran 
Tari Reog Ponorogo ke UNESCO tidak perlu, karena hanya 
                                                             
45
 http://id.shvoong.com/social-sciences/anthropology/2307598-pengertian-definisi-suku-bangsa/, diakses 
pada pukul 19.30 WITA, tanggal 12/12/13. 
46
 http://www.translate.com/english/apa-perbedaan-antara-kebangsaan-dan-kewarganegaraan-jawaban-
kewarganegaraan-jawaban-sebenarnya-ad/16040644, diakses pada pukul 20.00 WITA, tanggal 12/12/13. 
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menambah pekerjaan baru bagi pemerintah dan dikatakan bahwa itu 
merupakan sebuah distorsi.47 
Selain itu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Indonesia 
dalam mendaftarkan kebudayaannya. Salah satunya, terbatasnya 
pendaftaran budaya ke UNESCO yang dulunya tiga budaya per 
tahun, sekarang hanya dapat mendaftarkan satu budaya per tahun. 
Ini tentunya merupakan kendala yang sangat sulit bagi Indonesia, 
mengingat banyaknya budaya yang dimiliki.  
Tidak hanya itu, kendala lainnya dalam mendaftarkan budaya 
yaitu harus melengkapi beberapa persyaratan seperti adanya data 
lengkap, penelitian, dan film. Itu pun tidak serta-merta diterima. 
Contohnya seperti Subak dari Bali yang sudah 12 tahun diajukan tapi 
persyaratannya masih harus diperbaiki. Kesulitan memasukkan 
kebudayaan Indonesia ke dalam daftar Unesco ini tentunya membuat 
negara lain bisa mengklaim terlebih dahulu.48 
B. Proses Penyelesaian Sengketa Budaya Menurut Hukum 
Internasional 
1. Upaya yang Telah Dilakukan oleh Kedua Negara 
Tari Reog Ponorogo telah mendapatkan perlindungan dengan 
nomor hak cipta 026377 yang dipegang hak ciptanya oleh Pemerintah 
                                                             
47
 https://www.facebook.com/notes/wayang-nusantara-indonesian-shadow-puppets/salah-kaprah-paten-
budaya-tentang-hak-paten-dan-pendaftaran-budaya-ke-unesco/10151192219661110, diakses pada pukul 
20.00 WITA, tanggal 13/12/13. 
48 http://www.jawaban.com/index.php/news/detail/id/91/news/120621150856/limit/0/Ini-
Kesulitan-Daftarkan-Budaya-Indonesia-Ke-Unesco, diakses pada pukul 22.00 WITA, tanggal 13/12/13. 
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Kabupaten Ponorogo. Hal ini sesuai dengan pasal 9, pasal 12 Ayat (1) 
Huruf e dan pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta. Namun, Indonesia belum juga mengambil 
tindakan tegas dalam hal ini. Bahkan Indonesia belum mendaftarkan 
Tari Reog Ponorogo ke UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. 
Malaysia juga belum mengambil langkah yang konkret dalam 
penyelesaian sengketa kasus ini. Malaysia belum memberi keterangan 
secara resmi bahwa Tari Barongan tersebut merupakan 
pengembangan atau modifikasi dari Tari Reog Ponorogo. 
2. Upaya yang Dapat Dilakukan Menurut Hukum Internasional 
Dalam hal ini baik Indonesia maupun Malaysia dapat mengambil 
beberapa metode penyelesaian sengketa HKI menurut hukum 
internasional. Metode-metode penyelesaian sengketa HKI internasional 
secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua jalur, yaitu: 
a. Litigasi 
1) World Trade Organization (WTO) 
Prosedur penyelesaian sengketa dalam kerangka WTO 
diatur dalam artikel XXII dan XXIII GATT 1994 dan Understanding 
on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes 
(DSU). (Article XXII dan XXIII GATT 1994 dan Artikel 4 DCU).49 
Prosedur penyelesaian sengketa : 
a) Konsultasi dan Mediasi 
                                                             
49
 http://bimoadiwicaksono.blogspot.com/2010/08/prosedur-penyelesaian-sengketa-dalam.html 
diakses pada pukul 20.00, tanggal 30/12/13. 
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Meskipun banyak Prosedur WTO yang mirip dengan 
proses pengadilan, negara-negara anggota yang bersengketa 
tetap diharapkan untuk melakukan perundingan dan 
menyelesaikan masalah mereka sendiri sebelum terbentuknya 
panel. Oleh karena itu, tahap pertama yang dilakukan adalah 
konsultasi antar pemerintah yang terlibat dalam suatu kasus. 
Bahkan sekiranya kasus tersebut melangkah ke kasus 
berikutnya, konsultasi dan mediasi tetap dimungkinkan.  
b) Dispute Settlement Body (DSB) dan Panel 
Penyelesaian sengketa menjadi tanggung Jawab Badan 
Penyelesaian sengketa DSB yang merupakan penjelmaan dari 
Dewan Umum (General Council/ GC). DSB adalah satu-
satunya badan yang memiliki otoritas membentuk Panel yang 
terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus. DSB dapat 
juga menerima atau menolak keputusan Panel atau keputusan 
pada tingkat banding. DSB tersebut memonitor pelaksanaan 
putusan-putusan dan rekomendasi serta memiliki 
kekuasaan/wewenang untuk mengesahkan retaliasi jika suatu 
negara tidak mematuhi suatu putusan.  
Tergugat dalam tempo 10 hari (kecuali disepakati lain) 
harus menyampaikan jawaban atas permintaan tersebut. Jika 
dalam 10 hari tidak ada jawaban atau tidak melakukan 
konsultasi dalam jangka waktu 30 hari, pihak penggugat dapat 
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meminta DSB untuk dibentuk panel (Artikel 4.3 DSU). 
Disamping prosedur resmi, Dirjen WTO/GATT berdasarkan 
kapasitas sebagai pejabat tinggi WTO dapat menawarkan 
perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa. 
Panel dibentuk oleh DSB atas dasar permintaan salah 
satu pihak yang bersengketa dan biasanya oleh pihak 
penggugat. Tim panel berfungsi membantu DSB untuk 
menganalisa, menilai dan membuat penafsiran terhadap 
persetujuan GATT-WTO dan membuat rekomendasi dalam 
waktu 6 bulan dan dalam waktu 60 hari DSB akan melakukan 
pengesahan laporan tersebut. 
c) Banding 
Tiap pihak yang bersengketa dapat mengajukan 
banding atas putusan panel. Kadang-kadang kedua belah 
pihak sama-sama mengajukan banding. Banding harus 
didasarkan pada suatu peraturan tertentu seperti interpretasi 
legal atas suatu ketentuan/pasal dalam suatu persetujuan 
WTO. Banding dilakukan untuk meneliti argumentasi yang 
dikemukakan oleh Panel sebelumya.  
Tiap upaya banding diteliti oleh tiga dari tujuh anggota 
tetap Badan Banding (Appelate Body/ AB) yang ditetapkan 
oleh DSB dan berasal dari anggota WTO yang mewakili 
kalangan luas. Anggota AB memiliki masa kerja 4 (empat) 
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tahun. Mereka harus berasal dari individu-individu yang 
memiliki reputasi dalam bidang hukum dan perdagangan 
internasional, dan lepas dari kepentingan negara manapun.  
Keputusan pada tingkat banding dapat menunda, 
mengubah ataupun memutarbalikan temuan-temuan dan 
putusan hukum dari panel. Biasanya banding membutuhkan 
waktu tidak lebih dari 60 hari, dan batas maksimumnya 90 hari. 
DSB harus menerima ataupun menolak laporan banding 
tersebut dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari dimana 
penolakan hanya dimungkinkan melalui konsensus yang berarti 
tidak ada keputusan jika terdapat keberatan dari suatu Negara. 
d) Penyelesaian sengketa setelah rekomendasi atau 
keputusan DSB 
Apabila panel dan banding menyimpulkan bahwa 
tindakan yang diambil oleh pihak tergugat bertentangan 
dengan persetujuan (GATT-WTO), maka rekomendasi panel 
dan banding akan meminta agar negara yang kalah segera 
menyesuaikan (adjusment) kebijakan perdagangannya dengan 
ketentuan-ketentuan WTO. 
Laporan panel dan badan banding baru mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap (legally binding) setelah disahkan 
dalam sidang DSB. Tujuan dari sistem penyelesaian sengketa 
WTO adalah agar semua anggota WTO mematuhi komitmen 
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yang telah ditandatangani dan diratifikasinya. Dalam DSU-
WTO diatur bahwa apabila rekomendasi dan keputusan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap (legally binding) tidak 
dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah 
ditetapkan maka negara tergugat (negara yang kalah) akan 
diminta untuk memberikan kompensasi (ganti rugi) atau dikenai 
“retaliasi”. Biasanya kompensasi/ retaliasi diterapkan dalam 
bentuk konsesi atau akses pasar. Walaupun suatu kasus 
sudah diputuskan, masih banyak hal yang harus dilakukan 
sebelum sanksi perdagangan diterapkan. Dalam tahap ini yang 
penting adalah tergugat harus menyelaraskan kebijakannya 
dengan rekomendasi atau keputusan DSB. Segera setelah 
DSB mensahkan laporan panel atau banding, negara yang 
kalah harus membuat laporan tentang pelaksanaan keputusan 
DSB tersebut dan bila diperlukan dengan bantuan juri 
(arbitrator) sebagai pengawas. Di dalam DSU juga diatur 
mengenai cross retaliation apabila pihak yang kalah tidak 
melaksanakan keputusan DSB yang telah mensahkan 
keputusan appellate body. 
Persetujuan DSU juga tidak menutup kemungkinan 
suatu Negara yang kalah dalam kasus tertentu untuk 
menghalang-halangi putusan. Di bawah ketentuan GATT,suatu 
putusan disahkan ber-dasarkan konsensus, yang berarti tidak 
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ada keputusan jika terdapat keberatan dari suatu negara. Di 
bawah ketentuan WTO, putusan secara otomatis disahkan 
kecuali ada konsensus untuk menolak hasil putusan, dengan 
mekanisme ini maka negara yang ingin menolak suatu hasil 
putusan harus melobi seluruh anggota WTO lainnya untuk 
mem- batalkan keputusan panel ter masuk anggota WTO yang 
menjadi lawan dalam kasus tersebut. Jadi Penyelesaian 
sengketa WTO mengandung prinsip - prinsip: adil, cepat, efektif 
dan saling menguntungkan. 
2) World Intellectual Property Organization (WIPO) 
Dalam menyelesaikan sengketa HKI internasional, WIPO 
telah mendirikan WIPO Arbitration Centre (WAC).50 WAC 
merupakan bagian dari Biro Internasional WIPO. WAC beroperasi 
Oktober 1994 dan berpusat di Geneva. Tugas utama mengatur 
arbitrase dan memegang peranan sebagai narasumber. 
Peraturan WIPO ini dibuat agar bisa jadi model 
penyelesaian sengketa HKI di luar pengadilan yang dapat dipakai 
di tiga sistem hukum yang ada di dunia. Cara yang harus dipenuhi 
agar sengketa HKI bisa diseledaikan melalui mediasi, yaitu: 
1. Membuat perjanjian penyerahan sengketa HKI sebelum 
sengketa terjadi. 
                                                             
50
 Bambang Sutiyoso, 2006, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Media, Yogyakarta. 
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2. Membuat perjanjian penyerahan sengketa HKI sesudah 
sengketa terjadi. 
WAC juga telah menyediakan model penyelesaian sengketa 
dengan memanfaatkan jalur internet, pada websitenya WAC yaitu 
http://www.arbiter.wipo.int, semua prosedur dilakukan secara on-
line, sedangkan keputusannya dikeluarkan dalam waktu dua 
bulan. Biaya administrasi untuk penyelesaian sengketa melalui 
mekanisme mediasi sebesar 10 persen dari nilai sengketa. 
b. Non-Litigasi 
1) Negotiation (Negosiasi) 
Didalam mekanisme negosiasi penyelesaian sengketa 
harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh para 
pihak yang bersengketa tanpa melibatkan orang ketiga sebagai 
penengah, untuk menyelesaikan sengketa. 
Persetujuan atau kesepakatan yang telah dicapai tersebut 
dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak 
dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kesepakatan tertulis 
tersebut bersifat final dan mengikat para pihak. 
2) Mediation (Mediasi) 
Mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa 
secara pribadi, informal dimana seorang pihak yang netral yaitu 
mediator, membantu para pihak yang bersengketa untuk 
mencapai kesepakatan. Mediator tidak mempunyai kesewenangan 
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untuk menetapkan keputusan bagi para pihak. Mediator bersifat 
netral dan tidak memihak yang tugasnya membantu para pihak 
yang bersengketa untuk mengindentifikasikan isu-isu yang 
dipersengketakan mencapai kesepakatan. Dalam fungsinya 
mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat 
keputusan. 
3) Concilliation (Konsiliasi) 
Konsiliasi adalah suatu proses dimana para pihak dalam 
suatu konflik, dengan bantuan seorang pihak ketiga netral 
(konsiliator), mengindentifikasikan masalah, menciptakan pilihan-
pilihan, dan mempertimbangkan pilihan penyelesaian. 
Konsiliator dapat menyarankan syarat-syarat penyelesaian 
dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Berbeda 
dengan negosiasi dan mediasi, dalam proses konsiliasi konsiliator 
mempunyai peran luas. Ia dapat memberikan saran berkaitan 
dengan materi sengketa, maupun terhadap hasil perundingan. 
4) Arbitration (Arbitrase) 
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai 
kelebihan dan kelemahan, diantaranya: 
a) Kelebihan: 
1. Kecepatan dalam proses 
Suatu persetujuan arbitrase harus menetapkan jangka 
waktu, yaitu berapa lama perselisihan atau sengketa yang 
diajukan kepada arbitrase harus diputuskan. Apabila para 
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pihak tidak menentukan jangka waktu tertentu, lamanya waktu 
penyelesaian akan ditentukan oleh majelis arbitrase 
berdasarkan aturan-aturan arbitrase yang dipilih. [Pasal 31 
ayat (3) menyebutkan: Dalam hal para pihak telah memilih 
acara arbitrase harus ada kesepakatan mengenai ketentuan 
jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan 
apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, 
arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan). 
Demikian pula, putusan arbitrase bersifat final dan 
mengikat para pihak, sehingga tidak dimungkinkan upaya 
hukum banding atau kasasi. Dalam Pasal 53 UU No. 30/1999 
disebutkan bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat 
dilakukan perlawanan atau upaya hukum apa pun. Sedangkan 
dalam Pasal 60 secara tegas disebutkan: Putusan arbitrase 
bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
mengikat para pihak. 
2. Pemeriksaan ahli di bidangnya 
Untuk memeriksa dan memutus perkara melalui 
arbitrase, para pihak diberi kesempatan untuk memilih ahli 
yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan sangat 
menguasai hal-hal yang disengketakan. Dengan demikian, 
pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dan putusan yang 
dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. Hal itu 
dimungkinkan karena selain ahli hukum, di dalam badan 
arbitrase juga terdapat ahli-ahli lain dalam berbagai bidang 
misalnya ahli perbankan, ahli leasing, ahli pemborongan, ahli 
pengangkutan udara, laut, dan lain-lain. 
3. Sifat konfidensialitas 
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Pemeriksaan sengketa oleh majelis arbitrase selalu 
dilakukan dalam persidangan tertutup, dalam arti tidak terbuka 
untuk umum, dan putusan yang dijatuhkan dalam sidang 
tertutup tersebut hampir tidak pernah dipublikasikan. Dengan 
demikian, penyelesaian melalui arbitrase diharapkan dapat 
menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa. Dalam 
Pasal 27 UU No. 30/1999 disebutkan bahwa: “Semua 
pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase 
dilakukan secara tertutup”. 
Berbeda dari arbitrase, proses pemeriksaan dan 
putusan di pengadilan harus dilakukan dalam persidangan 
yang terbuka untuk umum. Proses yang bersifat terbuka dapat 
merugikan para pihak yang bersengketa karena rahasia 
(bisnis) mereka yang seharusnya tertutup rapat diketahui oleh 
masyarakat luas. 
Sebagai perbandingan dapat dilihat Penjelasan UU No. 
30/1999, yang menyebutkan bahwa pada umumnya lembaga 
arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan lembaga 
peradilan. Kelebihan tersebut antara lain adalah sebagai 
berikut: 
a. kerahasiaan sengketa para pihak dijamin; 
b. keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan 
administratif dapat dihindari; 
c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya 
mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang 
yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan 
adil; 
d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk 
menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat 
penyelenggaraan arbitrase; 
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e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para 
pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja 
ataupun langsung dapat dilaksanakan. 
Penjelasan UU No. 30/1999 menegaskan bahwa pada 
kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya 
benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat 
lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu satunya kelebihan 
arbitrase dibandingkan pengadilan adalah sifat kerahasiaannya 
karena putusannya tidak dipublikasikan. Selanjutnya, di dalam 
Penjelasan disebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui 
arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk 
kontrak bisnis yang bersifat internasional.51 
Berdasarkan penelitian penulis tentang keefektifan 
penggunaan arbitrase dapat disimpulkan bahwa penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase selalu didasarkan pada asumsi-
asumsi sebagai berikut: 
a. lebih cepat, karena putusannya bersifat final dan mengikat, 
sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga; 
b. dilakukan oleh ahli di bidangnya, karena arbitrase 
menyediakan para pakar dalam bidang tertentu yang 
menguasai persoalan yang disengketakan, sehingga hasilnya 
(putusan arbitrase) dapat lebih dipertanggungjawabkan; dan 
c. kerahasiaan terjamin karena proses pemeriksaan dan 
putusannya tidak terbuka untuk umum, sehingga kegiatan 
usaha tidak terpengaruh. 
Dengan beberapa alasan tersebut, arbitrase lebih 
disukai dan dinilai lebih efektif daripada penyelesaian sengketa 
di pengadilan. Namun demikian, selain beberapa keuntungan 
                                                             
51
 http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/arbitrase-dan-arbiter/, diakses pada pukul 10.00 WITA, tanggal 
11/01/14. 
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atas pilihan penggunaan arbitrase tersebut, arbitrase memiliki 
beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian dari para 
pihak yang bersengketa dan penasehat hukumnya, para 
praktisi hukum lainnya, dan dari kalangan akademisi, termasuk 
ahli arbitrase. Jika beberapa kelemahan tersebut (lihat uraian 
kelemahan arbitrase) tidak diantisipasi, maka hal itu dapat 
membuat arbitrase kehilangan baik daya guna (keefektifan) 
maupun hasil guna (efisiensi)-nya. 
b) Kekurangan: 
1. Hanya untuk para pihak bona fide 
Arbitrase hanya bermanfaat untuk para pihak atau 
pengusaha yang bona fide (bonafid) atau jujur dan dapat 
dipercaya. Para pihak yang bonafid adalah mereka yang 
memiliki kredibilitas dan integritas, artinya patuh terhadap 
kesepakatan, pihak yang dikalahkan harus secara suka rela 
melaksanakan putusan arbitrase. Sebaliknya, jika ia selalu 
mencari-cari peluang untuk menolak melaksanakan putusan 
arbitrase, perkara melalui arbitrase justru akan memakan lebih 
banyak biaya, bahkan lebih lama daripada proses di 
pengadilan. Misalnya, pengusaha yang dikalahkan tidak setuju 
dengan suatu putusan arbitrase, maka ia dapat melakukan 
berbagai cara untuk mendapatkan stay of execution 
(penundaan pelaksanaan putusan) dengan membawa 
perkaranya ke pengadilan. 
2. Ketergantungan mutlak pada arbiter 
Putusan arbitrase selalu tergantung pada kemampuan 
teknis arbiter untuk memberikan putusan yang tepat dan sesuai 
dengan rasa keadilan para pihak. Meskipun arbiter memiliki 
keahlian teknis yang tinggi, bukanlah hal yang mudah bagi 
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majelis arbitrase untuk memuaskan dan memenuhi kehendak 
para pihak yang bersengketa. Pihak yang kalah akan 
mengatakan bahwa putusan arbitrase tidak adil, demikian pula 
sebaliknya (pihak yang menang akan mengatakan putusan 
tersebut adil). Ketergantungan secara mutlak terhadap para 
arbiter dapat merupakan suatu kelemahan karena substansi 
perkara dalam arbitrase tidak dapat diuji kembali (melalui 
proses banding). 
3. Tidak ada preseden putusan terdahulu 
Putusan arbitrase dan seluruh pertimbangan di 
dalamnya bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan. Akibatnya, 
putusan tersebut bersifat mandiri dan terpisah dengan lainnya, 
sehingga tidak ada legal precedence atau keterikatan terhadap 
putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Artinya, putusan-
putusan arbitrase atas suatu sengketa terbuang tanpa manfaat, 
meskipun di dalamnya mengandung argumentasi-argumentasi 
berbobot dari para arbiter terkenal di bidangnya. 
3. Masalah putusan arbitrase asing 
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional 
memiliki hambatan sehubungan dengan pengakuan dan 
pelaksanaan putusannya. Kesulitan itu menjadi masalah yang 
sangat penting karena biasanya di negara pihak yang kalah 
terdapat harta yang harus dieksekusi. Oleh karena itu, berhasil 
tidaknya penyelesaian sengketa melalui arbitrase berkaitan 
erat dengan dapat tidaknya putusan arbitrase tersebut 
dilaksanakan di negara dari pihak yang dikalahkan.52 
 
 
                                                             
52
 Ibid 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan penulis 
 
di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa: 
1. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh kedua Negara 
dalam menyelesaikan sengketa ini. Salah satunya dari segi Suku 
Bangsa. Meskipun para pengembang Tari Barongan 
Berkewarganegaraan Malaysia, namun mereka tetap 
berkebangsaan Jawa. 
2. Ada dua cara yang dapat ditempuh oleh kedua Negara dalam 
penyelesaian sengketa ini, yaitu: 
a. Litigasi 
1) WTO 
Penyelesaian sengketa dalam kerangka WTO melalui 
Dispute Settlement Body (DSB).. 
2) WIPO 
Dalam menyelesaikan sengketa HKI internasional, WIPO 
telah mendirikan WIPO Arbitration Centre (WAC). 
b. Non-Litigasi 
1) Negotiation (Negosiasi) 
2) Mediation (Mediasi) 
3) Concilliation (Konsiliasi) 
4) Arbiration (Arbitrase) 
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B. Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dengan ini penulis 
 
memberikan saran, yaitu: 
1. Kedua Negara harus mengambil langkah konkrit dalam 
penyelesaian kasus ini agar tidak timbul permasalahan baru. 
2. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus bersinergi dalam 
perlindungan dan pelestarian budaya asli Indonesia. Hal ini perlu 
dilakukan demi menghormati dan melindungi harga diri bangsa ini. 
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